SALINAN

WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pada
tanggal 22 April 2015 dan telah diundangkan dengan
Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 2 pada tanggal 29
April 2015, dan untuk pelaksanaannya ditetapkan
dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
: Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092); :

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesjz1 Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negatra Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 75, Tambahagn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3317);

Ed

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

5. Undang-Undang...




10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun - 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 28 = Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang..




14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21

22.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang
Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3576);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987
tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas
Umum dan Fasilitas Sosial Perumaham Kepada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008
Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10
Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota
Sibolga *fLembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012
Nomor 10); -

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9);

Peraturan Walikota Sibolga Nomor 660/08/2014 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah
Susun Sederhana Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum
Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2014
Nomor 8);

MEMUTUSKAN...




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

Daerah adalah Kota Sibolga.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
Walikota adalah Walikota Sibolga.

Unit Kerja adalah wunit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan, pengawasan
dan pengendalian rumah susun.

Unit Pengelola Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pengelola
Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga.

Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah
bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam
arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang
masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama
untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda
bersama, dan tanah bersama.

Rumah susun hunian adalah rumah susun yang satuan-satuannya
berfungsi dan digunakan sebagai tempat hunian.

Penyewa adalah perseorangan yang menyewa satuan rumah susun
sederhana sewa.

Perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari
para penghuni.

Pengelola adalah yang bertugas untuk mengelola rumah susun sederhana
sewa.

Pasal 2

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

“ BABII
PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan
pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota
Sibolga, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota
melatui Sekretaris Daerah. "

BAB IIL..




BAB III
KETENTUAN PENUTUP

' Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Juli 2015

- WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH,

dto

MOCHAMAD SUGENG : N
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 16 )
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